REPUBLIK INDONESIA

No. 1350, 2020 KEMENKUMHAM. Tim Penilai. Angka Kredit.
Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan. Tata
Kerja. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional
Kurator Keperdataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kerja Tim Penilai
dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Kurator Keperdataan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
332);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS]I MANUSIA
TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
KURATOR KEPERDATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan  Fungsional @ Kurator Keperdataan yang
selanjutnya disingkat JFKK adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan
subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau
penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum
di bidang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya
disebut Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum
dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan
pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang
harta peninggalan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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10.

bagi

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Kurator Keperdataan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Tim Penilai Angka Kredit JFKK yang selanjutnya disebut
Tim Penilai JFKK adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang
membidangi kepegawaian dan bertugas mengevaluasi
keselarasan hasil kerja JFKK dengan tugas yang disusun
dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian
kinerja JFKK dalam bentuk angka kredit.

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya
disingkat DUPAK adalah daftar kegiatan yang telah
dilaksanakan dan dibuat oleh Kurator Keperdataan yang
bersangkutan, untuk diusulkan kepada Pejabat Penetap
Angka Kredit melalui Pejabat Pengusul Penetapan Angka
Kredit.

Berita Acara Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya
disingkat BAPAK adalah daftar yang memuat data Kurator
Keperdataan beserta kolom yang berisi usulan penilaian
dan kolom berisi hasil penilaian tim penilai angka kredit
dari rincian-rincian kegiatan Kurator Keperdataan dalam
jangka waktu tertentu.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka
kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau
jabatan dalam JFKK.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II
TATA KERJA TIM PENILAI

Pasal 2

Tim Penilai JFKK merupakan tim penilai untuk Angka Kredit

Kurator Keperdataan Ahli Pertama sampai dengan

Kurator Keperdataan Ahli Utama.
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Pasal 3
Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi JFKK, unsur kepegawaian, dan Kurator
Keperdataan.
Keanggotaan Tim Penilai JFKK berjumlah ganjil dengan
susunan sebagai berikut:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
Ketua Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a harus menduduki jabatan paling rendah
Pejabat Administrator atau Kurator Keperdataan Ahli
Madya.
Sekretaris Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
Anggota Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c harus terdiri atas paling sedikit 2 (dua)

orang Kurator Keperdataan.

Pasal 4

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai JFKK yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Kurator Keperdataan yang
dinilai;

b. memiliki keahlian dan/atau pengalaman serta
kemampuan untuk menilai Angka Kredit Kurator
Keperdataan; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Kurator
Keperdataan.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai JFKK dari unsur

Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (5) tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai JFKK

dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi

untuk menilai hasil kerja Kurator Keperdataan.
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai JFKK
ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang

membidangi administrasi hukum umum.

Pasal 5
Masa jabatan anggota Tim Penilai JFKK adalah 3 (tiga)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan
berikutnya.
PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai JFKK
selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut,
dapat diangkat kembali setelah melampaui masa

tenggang waktu selama 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Tim
Penilai JFKK dibantu oleh sekretariat.

Sekretariat Tim Penilai JFKK berada di bawah dan
berkedudukan pada unit kerja yang membidangi urusan
harta peninggalan.

Sekretariat Tim Penilai JFKK dibentuk oleh pejabat
pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi

hukum umum.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penilaian Angka Kredit JFKK dilaksanakan sebagai berikut:

a.

penilaian dan PAK untuk kenaikan jenjang Kurator
Keperdataan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun; dan

PAK untuk kenaikan pangkat Kurator Keperdataan
dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan
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sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun
yang bersangkutan; dan

2. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka
Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli

tahun yang bersangkutan.

Pasal 8
Tata cara penilaian Angka Kredit JFKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan:
a. pengusulan DUPAK;
b. pemeriksaan DUPAK;
c. sidang penilaian Angka Kredit;
d. penyampaian hasil penilaian Angka Kredit dan BAPAK;
dan

e. PAK.

Bagian Kedua

Pengusulan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

Pasal 9

(1) Kurator Keperdataan menyampaikan usulan DUPAK
berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit
sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan
Lampiran VI dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator
Keperdataan.

(2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
data yang terdiri atas:
a. nama;
b. nomor induk pegawai;
c. nomor seri kartu pegawai;
d. unit kerja;

e. pangkat/golongan dan terhitung mulai tanggal;
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

f.  jabatan dan terhitung mulai tanggal;

g. tempat dan tanggal lahir; dan

h. jangka waktu penilaian.

DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan bersama dokumen kelengkapan yang terdiri

atas:

a. salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Kurator Keperdataan;

b. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

c. salinan surat pernyataan melakukan kegiatan; dan

d. salinan hasil penilaian sasaran kerja pegawai dan
penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun
terakhir yang bernilai baik.

DUPAK dan dokumen kelengkapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

kesekretariatan administrasi hukum umum untuk

dilakukan pemeriksaan.

Penyampaian DUPAK dan dokumen kelengkapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

Pasal 10
Sekretariat Tim Penilai JFKK melakukan verifikasi
terhadap DUPAK Kurator Keperdataan dan dokumen
kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) DUPAK dan dokumen
kelengkapannya dinyatakan lengkap, Tim Penilai JFKK

melakukan sidang penilaian Angka Kredit.
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Bagian Keempat

Sidang Penilaian Angka Kredit

Pasal 11
Tim Penilai JFKK melaksanakan persidangan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum
periode kenaikan pangkat PNS.
Tim Penilai JFKK melaksanakan sidang penilaian
kenaikan jenjang jabatan paling banyak 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun, yaitu akhir bulan Januari dan
akhir bulan Juli.
Sidang penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) dari keseluruhan anggota Tim Penilai JFKK.
Dalam hal sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan Kurator Keperdataan belum
mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan atau
terdapat kekurangan kelengkapan, Ketua Tim Penilai
memberitahukan kepada Kurator Keperdataan yang
bersangkutan.
Hasil sidang penilaian Angka Kredit sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam BAPAK.

Bagian Kelima

Penyampaian Hasil Sidang Penilaian Angka Kredit dan Berita

(1)

(2)

Acara Penetapan Angka Kredit

Pasal 12

Ketua Tim Penilai JFKK menyampaikan hasil sidang
Penilaian Angka Kredit dan BAPAK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) sebagai bahan usulan
penetapan angka kredit Kurator Keperdataan.
Usul penetapan angka kredit Kurator Keperdataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

administrasi hukum umum kepada pejabat

pimpinan  tinggi madya yang membidangi
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kesekretariatan untuk angka kredit Kurator
Keperdataan Ahli Utama dan Kurator Keperdataan
Ahli Madya di lingkungan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia;

pejabat administrator yang membidangi harta
peninggalan kepada pejabat pimpinan tinggi madya
yang membidangi administrasi hukum umum
melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang
memimpin kantor wilayah kementerian hukum dan
hak asasi manusia untuk angka kredit Kurator
Keperdataan Ahli Madya di lingkungan unit yang
menyelenggarakan urusan harta peninggalan;
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan administrasi hukum umum kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian  untuk angka  kredit Kurator
Keperdataan Ahli Pertama dan Ahli Muda di
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia; dan

pejabat administrator yang membidangi harta
peninggalan kepada pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi kesekretariatan
administrasi hukum umum melalui pimpinan tinggi
pratama yang memimpin kantor  wilayah
kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk
angka kredit Kurator Keperdataan Ahli Pertama dan
Ahli Muda di lingkungan unit yang

menyelenggarakan urusan harta peninggalan.
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Bagian Keenam

Penetapan Angka Kredit

Pasal 13
(1) PAK ditetapkan oleh PyB.
(2) PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. Menteri, untuk Angka Kredit Kurator Keperdataan
Ahli Utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan, untuk Angka Kredit Kurator
Keperdataan Ahli Pertama sampai dengan Kurator

Keperdataan Ahli Madya.

Pasal 14
PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan administrasi hukum umum dan ditembuskan
kepada:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
administrasi hukum umum,;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian;
sekretaris Tim Penilai JFKK;
d. pimpinan Balai Harta Peninggalan di tempat yang
bersangkutan;
e. pejabat lainnya yang dianggap perlu; dan

f.  Kurator Keperdataan yang bersangkutan.

Pasal 15
PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat final dan

tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 16
Format DUPAK, Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan,
BAPAK, dan PAK tercantum dalam Lampiran I sampai dengan
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



2020, No. 1350

-13-

elley yun

ol

NY1Ng NNHVL

nieg

N¥INg NAHYL

ele

ueBucjoo eliay esep

1ML/ uejeqer
11 / Buent ueBuo|ob / yexbued

eAujipany eybue ueybunjiyliadip yeje) Buek ueyipipuad

Ui ey siuef

Aiye| |e66ue) uep jedwe |

O34 Ueg JoWoN

dIN

N M|+ 0 |©O | M~ |®

BLIEN

NYONYHOU3d NVONVEILIN

as ‘NVIVIINHd VSVIN
1T [P9EB.L

JIAHANA VAIONV NVAVLANAL TSN AV ILAVALYINAOA

NYV.LVUIHAdHA

JOLVANM  TIVNOISONNH NVLYEVD  IIdHAM VDNV
NVIVIINId VIVO VIVIL NVA IVIINHd WLL VORMX VILV.L
ONV.INHL

0¢0c¢ NNHV.L 02 dJONON

VISHNOCNI ATrTdnd il

VISONVIA ISVSV MVH NVA WOMNH TIHLNHIN NVANLVAHd
I NVAIdINVT




-14-

2020, No. 1350

ndusebuedem ¥mun Busew-Busew yedwng eAeig dBNd Dies NG uinuwoj unsniusy |

ndwebuadgnieas ebeqes euesyeled yedwns yexseu unsniuap L

ueeuesyeed | ‘q

semebuag ndwebusg q

riejuaweg/semebiue Iep) B
ebeqes ey weiep vendwebuad uep ueiesmiad elipy eueaues unsnfuapw z
uendwebusd q
NBUE UB|BMISH B
‘siusl ueieseplaq uedejsuad ueuoyouuad uswnyep IsesuBjuasuBusyy L
uedeisiod | ®

NYNdWYONId NYQ HYNY NYMYMY3d 'V

HOMOd sS¥ONL ¢

welpg - 0f esewe eAuBwe] | g

wel g9t - 18 Bise eAuswe

wel g - 191 rIRpR RAURLLRT

wel pyg - L8¥ BiRE eAueLE]

N || O

wel 096 - L9 BleuE BAuBwwE]

welpge Lep yige) eAuewe | |

(1dL1S) UBYRET UBD LENPIPUS
jewe| BpuB| 12ing jedepusw uep uejeSBued eyey Buepiq Ip ueuge|ed uep uexippued HnxuBus)y

eueleg | ¢
eueles ss8d | 2
opeg | |

yezeiyseat jedepuew uep yeoyes ueypipued inybuey | v

NYMIQION3d |

VYINYLN ¥NSNN | N
8 L 9 < v £ z b
HYTWNr | N¥ve YN HYIWNr nyve YNV
IWIINId WL TINSNON3d ISNVLSNI NVLVIO3IN NVIVHEN ON
LNUNNIW LIAIYA YHONY

IY1INIQ ONYA ¥NSNN

www.peraturan.go.id



2020, No. 1350

-15-

ebieu uejpebuad ey
(piayBizawyy ) IpeY Nepy ueyeleAulp Bued Gueio ueefexe) BUBYICBYISUSIEIEN Sp/9OYSGUQO) SNINIB)
ye) uejetbuued epey uebue; yemeq Ip (enluew ulfi vedejsusd ueuoyouued usnyop seygyuapiiiuely

(praybizemy) JIpeY ¥epn uexeiRAuD
Buef Gueso ueefexsy epeyldeyosuaeey epseeyaquQ) snxus; yey ueebbuvad supey depeyss)
uelejued ueNNYEPBW ¥nun esiexddesusyeuad eued (e6)) ¢ jewuny epedey uebuepun unsniuspy

3

ueeuESYE O d

(ovaybizanyy)
JIpey ¥ep(l uexeeiup
Guek Guzio ueeleya) euey 'q

(deyasusie/ey apiesyequp)
snurua) ye) ueebbuiued spey ‘B

‘uedejpuad vsuoyowsad Bueps ynun paew veyeg ueyindwniuay

Z

(proybizaiyyy) Apey yepy ueyejelulp Bued Buelo uee exey epey/uedejauad/
(deyssusjeieN @pseoysquo) srunuay  ¥e)  ugebBuiued epey  uswnyop  ISESUBjUAAUBUSKY

3

uede|s g

(@I1FHOIZIMAY) HIAVH HYOLL NYMVLYANIO ONVA ONVHO NYVAYIIN
VLNVH NYQ (dYHOSNILYTYN S0YIIHIENO) SNUNYAL MVL NYIVOONINId VLHVH NYSNYNONID '8

uendwebuag 'q

NEUR UBjjEMIDg B

asesey 1ey6uUN ueyeq unsniue

4

‘ndiew Buek sese)y jexbuny eped sseoeeg

uendwebued q

yBUR URjEMIDY B

‘Buipueqg yexbup eped uebuepisied ueyeq unsniuspy

9

nndiew Guek Guipueq jexbu eped eiesesng

uendwebuad/yeur uegeanad ynun uvendwebusdueesied uzelink pajew veuRG ISESURIUBALITUSKY

S

uendwebued q

jeue uejeming ‘e

ynjun uendwebusdpuResiad ISBIPSLW LUBYE] UNSNAUSK

¥

indjew Buek vepebuad 1 sreoeleg

uendwetued 'q

YEUE UBIEMIEY ‘B

Hinun erejuseg e 1eBeges ueyningey Isesuejuaaubuey

www.peraturan.go.id



-16-

2020, No. 1350

dninpe) misem UeeyNqusd | q

SUBAM IBRQWOG UBD YRIDWOG UBD MHNS ISESRY Ie)DU) uByRg unsniuaiy 6

‘andyew Guek isesey jeybu) eped eieoeieg

sue Sequed UEp YedsWad UEP MHMS Buipueq exybul ueyeg unsnfuspy | g

nndiew Guek Bupueq jexbun eped eieoeieg

suep) IBequisd 2 yedSLWad UBP MHXS ueiebinb usjew ueyeq isesuejusaubuBl | £

suep (Bequad 2 yeaawed UBP MAHYS uRielinh uajew ueyeq ISeS|JejuaAl|Busiy 9

sueA IBEQWSG § UEIBLE UED MHNS ISEDEW Ueysq unsnAuaiy

o

nndyew Bued ugypefued D eiRdRieg

suem ueibequad UEp UBYBOSLWAd LBLOYOLWIST USLUNYOP ISEXYLIBALLSLU UED ISESLIBjUBAUIBUBYY

suep\ JEH UBBUEIBISY| JEINS UBUOLDLLIE J8jsiBal B1ep ndulBusiy

MHIIS (dENd) Nefeg uenng eieBaN usewuBUed Jefeq 1piNQ ISEDRALIBLY

N | T

MHMS vepqiauad UeUCHOLLISD LUBWNYCP URdRXBUS|0Y |S2RYUBAWDL URD |Ses|elusau|Busiy

(MHXS) SURM YeH ueBuriajay NS uRjqiaued »

LVISYM NYO NYSIRHYM3d "D

{praybrzawyy) 1pey yepl uexeeluip Suek buen
ueefeye) epeydeyosuaieeN apieayaquQ) snine) ye) ueebbuiuad epey depeysel gug eped ebiay i
yeyld Guen Buwayss p uedussay yeey 64 ueenfusd jsey uesojefusd Jewebusd Eins unsniuspy

ueipebuegd | 9

(praybizainy ) npey yepq ueyejeiulp Bued Buex ueeeysy BBy q

(deyosuaieey apssaysquQ) sninse) ye; ueebbuuad euey &

Jsesey 1exbul usueq unsnhusy | 9

indipw Bueh isesey jexbun eped eieoeieg

(proybyzamyy ) npey xepy uexejefuip Buek Buen uesfeyey euey q

(deyasusieien spieayaquO) sninie) xey ueebbuued ey e

‘Bujpueq exbu) eped uebuepisiod veyeq unsnivey | &

ndijew BueA Supueq exybun eped rieoeeq

{paybyzemyy ) Iipey yepy uexeeiuip Guefk Bueo ueeAeye)y BURUNTEYISUSEBN
spspusquUO)  SPINIe] ey  ueelBuiued  epey ueeSnb  uslew  Ueyeqg  |sESURIUSAUIGUBW

(praybizamyy) Ipey yep) ueyeielup Guek Guen
ueefeyay BueY/(deyasuS)siEN ap@sysqu) snins ye) ueiebbuusd epey 1sepaL UBYeq unsniusp

ndysw Buek ue|pebusy P BiBORISY

www.peraturan.go.id



2020, No. 1350

-17-

ueippebued

nypesy Bied Ndd YeNsEU 1Bnsas 5eleq GiNg Sexjsawsy

NdXd smnbusg iebeqas ueyniunuad yeupad 12ins desuoy unsniusyy

Jeqey jains 1p ebeiy veppebuad uep BiBjuswss NdMd uesnind uswnwnbuad jeins unsniusy

ewwsyp Guek eSejy ueppeBuad LED Nd)d UBSNING (sesusjusAuibusyy

N | M| -

‘NeXd UENBUES YEBH

(ndxd) Buein ueseiequisd ueqifemey ueepuied

Anypeusy gied epedey uebequwsad usjeieqey UeBBnE usjew Usyeq |sesusjuaaulbuaw

133

snppesy eled epedey uelbequed ueleiacey uRjeGnG SEIPOLU UBYEq UNSNALBW

oL

‘ueipeBuad Ip (YRIONP) LBIRIEqS) URIRENS Wefep RiElRBE

Gueje| injEew uejen(ued sey uesafequad (PG ISEPIEAWSY

[INYd M) Buejeq uep ambey useleysy usuele|ad Jowey| ax Gusie| usuoyowsad jeins unsniusy

‘uesaiaquwed UBNBUBS YRR

ueewepsad g8NG sefeq Inng ueyndwnbusyy

uensns snppauy ueybe; uenfebuad ueiebnb usjew ueyeq |sesusjuaawbusyy

UBINSNS JnypaJy ueybe) uenlebuad ueebnb |seipaw ueyeq unsniusy

uensns Jnjipauy uey ey uenleBued Bueps nwbusyy

semebuad wnyey epeday ueyedwesip ynjun Jojeany ebay eusauas unsniuspy

ey iebeqes ueyniunuad yeupad jzins dasuoy unsniuay

urjpedey 1eye] uebuepun-Suepuniad urinesed Yeejeusil UBp IsesuRUaAIliuep

ewjsyp Gusk ebey uepebuad Lep Jllied uesning |sesugjuanuibusyy

| N M| -

wesrunbuad ueyeussyeBy

uejijreday

h

(Nd¥d) ONYLN NYEYAYBWId NYEIYM3N NYYAONNNId NYQ NYLITIYd3X 'a

EjNQSyWNN BISEM UBiEyEpuad (dgNd) Jeled ueyng eiebap ueBWLBUaY JBARY |G ISEDIEALLEW

BYNQIaL/niun RISeM LR R epuad

dninpe) jeisem ueesnqued vBUO LA Joisilios B1ep indulbuey

dmnye] jeses ueeynqued (JaNd) efed uexng eleben URBLULBUS ARG 1M SEDIRALLSW

www.peraturan.go.id



-18-

2020, No. 1350

(praybrzamyy') JpeH Yepl} ueyeleAul] Buek BuelQ ueeleyay BleH Uep
{deyosusyepen apissyaquE) sninia] ye| ueebbuluay epeH uesninbuad uejeibe)y) ueyNyele|y UBBJBALIS JBING | 7

uendwebuad uep uellemiad uejelbay| ueynye|ely UeejeAuled Jeing | |

AvdNa ONMXNANId NVYHIdNYT

Al

ONVINMNId dNSNM NYd YIWVYLN GNSNN AYAN:

ONVYIrNNNId dNSNN HYTN-r

ueeepladay| Jojeiny| [euoisbund uejeger sefiny ugeuesyelad Bunynpusw Buek uie| sebiny ueyeuesye@w | g

uejebbuiuad epey Buepiq Ip uesninbBuad Buepiq 1p siuyeyeucisbuny jepIp eped Yieeduelebuad pelusw | e

NYVLVYOH3daX JOLvENH SYONL ONYINNN3d L

ONVINNN3d dNSNN

YWV.LN SNSNN HY NG

uelebbuiuad epey Buepid Ip yelw|l eAley uep nyng uelnpelusd/ueyewus isusq q

ueebbulued epey buepiq Ip sinl BAIey usunsnAuad B

1S340dd NYONVYERNIONId | €

uejebbuiuad

BUEY shsey ue|ipelad sesoud Ip uebuepisled weep isyes 1ebeqes uesebnuad uexeuesse|ay ol
uejebbuiuad

BUEY shsey ue|pelad sesoud 1p uebuepisied welep |ye 1ebegses uesebnuad ueyeuesye sy 6

eiebeau sey epedsy ebiey yeyd Guen ueiojeAued uebuidwepuad ueynye ey g

unye] Qg estenjeq yele] Huei ebiey yeyd Buen

ebijey yeyd Buen ueeyesnejeuad Isesey JeybuUl} ueyeq IsesliejuaaLIBuaip z

Isesey jeybul wejep eledelag

ebijey yeyid Buen ueeyesnejeuad Buipueg 1exBull ueyeq IsesliejuaaLIBualy [e]

‘Buipued jexbul) ueiebnb welep eleaeleg

ebijey yeyid Buen ueeyesnejeuad uejebnb Lajew ueyeq IsesliejuaaLibualy ¥

ebjey yeyid Buen ueeyesnejeuad Iselpawl Ueyeq UNShAUSy [

eBjey yeyid Buen ewepad jexybul} uejebnb welep eledelag

eBiiey yeyid Buen Jajsuel} iyng ueyindwnbusyy Z

ebijey yeyid Buen ueeLlllauad Ise)nsuoy ueeuesyelad uelode| unsnAusy l

uede|siad b

YOILIN MYHId ONVYN NYYHVYSNVLVYN3d 3




2020, No. 1350

-19-

TElILE o W) BleiRLy Lelees

L¥a9T 3d

z

T dIN
BUEN

LEEepladay 1oeny Jf

unuel weng ehbuel wedwe |

3

[nshBuad egelEad uewpwesn

=11
Ewgy

b
"Inyeleiuay

uEeR aday Jaled 5efn | Buelunuad ueleiBay UE4nYea |y UeR1Biulad Bing
1EI5E A LR LESLEME 4 UeiiBay LEjnyeiap Uee1eiuls 4 1Bins

15340 d Usfueguisfilad ueE Bay UE4nYe|a |y UeRlBiulad Bing

ehiay yeyd Auen aeeyesneplad ue ey ue jnyeRp ueeleiuiad 1eins
Nd¥d Yep uel|eday ueiiBay UejnieR i ueelsiula 4 1Bins

M= w w M~

IS8 A LR LEELIEW0 J LEpEay LEYnyeiap ueepiulo 4 mins




-20-

2020, No. 1350

ATOVT 'H VMNMNOSTA

PH

"WISHANOONI AITdNddd
WISNNYIN [5¥5Y HAVH NVA WOHNH [dHLNHN

Bluag WL =y
unyeiueng jehiuel edwa |

dgiua g Wi enlay ueleeen

1gua d Wil BehEuy euey

nyg1uepy ebbue edua)

Blua d Wil ewehEuy euep




1 2020, No. 1350

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN IHAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA
PENILAIAN  ANGKA  KREDIT  JABATAN
FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL KURATOR

KEPERDATAAN

Format 1. Perwalian dan Pengampuan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN TUGAS POKOK PERWALIAN DAN PENGAMPUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/ Golongan Ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/ Golongan Ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

telah melakukan kegiatan Tugas Pokok Perwalian dan Pengampuan sebagai berikut:
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-20_
Kode Uraian Satuan Jumlah Angka el Ket/bukti

No : : Tanggal 2 Volume .| Angka :
Kegiatan | Kegiatan Hasil | o otan | Kredit | it fisik

,—- L il

2

3

4

5

6

dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Pejabat

www.peraturan.go.id
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Format 2. Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde
Nalatenschap) dan Harta Kekayaan Orang Yang Dinvatakan Tidak
Hadir (Afwezigheid)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN TUGAS POKOK PENGURUSAN HARTA
PENINGGALAN TAK TERURUS (ONBEHEERDE NALATENSCHAP) DAN HARTA
KEKAYAAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

telah melakukan kegiatan Tugas Pokok Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus
(Onbeheerde Nalatenschap) dan Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir
(Afwezigheid) sebagai berikut:

” ' Jumlah Jumlah | . '
Kode Uraian |, Satuan Angka Ket/bukti
No | .. . S l'anggal =5 Volume | . ®/" " | Angka 3
| lkcgnatan” I\cgnatan. | Hasil | Kegiatan Kredit Kredit fisik
T = 4 5 | & 7 | 8 9
1
2
3
4
5
6
dst

TOTAL

www.peraturan.go.id
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Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan secbagaimana
mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Pejabat

www.peraturan.go.id
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Format 3. Pewarisan dan Wasiat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN TUGAS POKOK PEWARISAN DAN WASIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
menyatakan bahwa:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang/TMT

Jabatan
Unit Kerja

telah melakukan kegiatan Tugas Pokok Pewarisan dan Wasiat sebagai berikut:

Jumlah Jumlah | .. X
Kode Uraian Satuan Angka Ket/bukti
No | Kegiatan | Kegiatan | 120888l | "o | Volume [p, 5y | Angka | g o

| Kegiatan | Kredit

W o ~N O O N

dst

TOTAL

www.peraturan.go.id



2020, No. 1350 06—

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan scbagaimana
mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Pejabat

www.peraturan.go.id
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Format 4. Kepailitan dan PKPU

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGEA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN TUGAS POKOK KEPAILITAN DAN PKPU
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

telah melakukan kegiatan Tugas Pokok Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

; . Jumlah Jumlah :
Kode Uraian Satuan Angka Ket/bukt
NO | Kegiatan | Kegiatan | T2"880 | pagil | YOWRC | gogie | Angka | g

[—

www.peraturan.go.id
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Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Pejabat
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Format 5. Penatausahaan Uang Pihak Ketiga

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN TUGAS POKOK PENATAUSAHAAN UANG PIHAK
KETIGA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
menyatakan bahwa:

Nama

NH)

Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

telah melakukan kegiatan Tugas Pokok Penatausahaan Uang Pihak Ketiga sebagai
berikut:

Jumlah

Kode Uraian T al Satuan
Kegiatan | Kegiatan angg Hasil

Ket/bukt
fisik

[—

www.peraturan.go.id
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Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Pejabat
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Format 6. Pengembangan Profesi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

menyatakan bahwa;

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

telah melakukan kegiatan Pengembangan Profesi sebagai berikut:

- ; Jumlah Jumlah | . kti

Mo Ke:('::t:m Klt{.;atan Tanggal S:llasil Volume ?xnrgcllisl‘ Angia l“nl{:ik

. 3 : Kegiatan | Kredit )

.; o L | il SR A sod e

2

3

4

5

6

7
=

9

10

dst

|

www.peraturan.go.id
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Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan secbagaimana
mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Pejabat

www.peraturan.go.id
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Format 7. Penunjang Tugas Kurator Keperdataan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS KURATOR KEPERDATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

telah melakukan kegiatan Penunjang Tugas Kurator Keperdataan sebagai berikut:

. Jumlah Jumlah '
Kode Uraian Satuan Angka Ket/bukti
Ng Kegiatan | Kegiatan Tanggal Volunte Kredit Angka fisik

Kegiatan L oL Kzedit

= s 2X

TOTAL

www.peraturan.go.id
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Demikian surat pernyataan ini dibunat untuk dapat dipergunakan scbagaimana
mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Pejabat

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA

PENILAIAN ANGKA  KREDIT  JABATAN
FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN ANGKA KREDIT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
BERITA ACARA PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN AHLI ....cccvveveeeeen

Pada bulan ............. 20.., telah diperiksa dan dibahas oleh Tim Penilai
Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, usul Penetapan Angka Kredit Fungsional Kurator Keperdataan a.n.:

Kurator Keperdataan .
. . Jumlah Angka Kredit Kete
Yang Ditetapkan Angka Kreditnya um fgxa Rredt cterangan
No.
Nama/ NIP/ Unit Kerja Jabatan | Unsur | Sub Unsur | Total
1.
2.
3.
Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
Kementerian Hukum dan HAM RI
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 Ketua merangkap
' anggota
5 Sekretaris merangkap
' anggota
3. Anggota

4. Anggota
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5. Anggota

dst

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA
PENILAIAN ANGKA KREDIT  JABATAN
FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT

Format 1. Penetapan Angka Kredit Kurator Keperdataan Ahli Utama

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN
NOMOR :
MASA PENILAIAN: s.d Tahun

I | KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2 | NIP

3 Nomor Seri KARPEG

Pangkat/Golongan ruang
T™MT

(9]

Tempat dan Tanggal lahir

Jenis Kelamin

6

7 | Pendidikan
8 | Jabatan Fungsional/TMT
9

Masa Kerja Golongan

10 | Unit Kerja

IT PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU | JUMLAH | KETERANGAN

1. AK dasar vang diberikan

2. AK yang diperoleh dari
Pengalaman

3. AK yang d'ipemleh717\'71’.gi:1mu
Tugas Jabatan

www.peraturan.go.id
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4. AK yang diperoleh dari
Pengembangan Profesi

5. AK yang diperoleh dari
Kegiatan Penunjang

TOTAL ANGKA KREDIT

Kekurangan Angka Kredit vyang harus dicapai untuk kenaikan
pangkat/jabatan:

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT KE DALAM JABATAN
IIT | FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN AHLI UTAMA DENGAN PANGKAT/GOL

Ditetapkan di Jakarta

ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Pada tanggal

Kepala Badan Kepegawaian Negara

NTERI HUKUM DAN HAK ASASI
Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Mb i A&

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada:

Yang bersangkutan.

(Nama lengkap)

www.peraturan.go.id
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Format 2. Penetapan Angka Kredit Kurator Keperdataan Ahli Pertama sampai

dengan Kurator Keperdataan Ahli Madya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN
NOMOR :
MASA PENILAIAN: s.d Tahun

I | KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2 | NIP

3 Nomor Seri KARPEG

Pangkat/Golongan ruang

TMT
5 | Tempat dan Tanggal lahir
6 | Jenis Kelamin
7 | Pendidikan
8 | Jabatan Fungsional/TMT -

9 | Masa Kerja Golongan

10 | Unit Kerja

IT PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU | JUMLAH | KETERANGAN

1. AK dasar yang diberikan

b

AK yang diperoleh dari
Pengalaman

3. AK yang diperoleh Kegiatan
Tugas Jabatan

4. AK yang diperoleh dari
Pengembangan Profesi

5. AK yang diperoleh dari
Kegiatan Penunjang

TOTAL ANGKA KREDIT

Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan
pangkat/jabatan:

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN AHLI ...... DENGAN PANGKAT/GOL

11

—

www.peraturan.go.id
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ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkan di Jakarta

Kepala Badan Kepegawaian Negara Pada tanggal

Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA,

Tembusan disampaikan kepada:

Yang bersangkutan.

(Nama lengkap)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id





